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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya;

bahwa untuk menyamakan persepsi dan pemahaman
dalam pelaksanaan penilaian angka kredit terhadap
unsur-unsur kegiatan dan kriteria penilaian di BATAN,
Peraturan Kepala BATAN Nomor 180/KA/XII/2008
tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan
sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang
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Mengingat

1.

Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di

Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



Menetapkan
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6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan

Tenaga Nuklir Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan
Angka Kreditnya;

10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16
Tahun 2014 ;

11. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka kreditnya;

12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

(1) Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di

Badan Tenaga Nuklir Nasional bertujuan untuk



2016, No.594

menciptakan keseragaman dan persamaan persepsi
dalam melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir.

(2) Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di
Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
180/KA/XII/2008 tentang Pedoman Penilaian Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



